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PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan laut Indonesia menyimpan sumber daya alam dan lingkungan yang tinggi, baik berupa
sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, maupun berupa jasa-jasa lingkungan
(Dahuri et al., 2008; Kay dan Adler, 1999). Berbagai kegiatan perekonomian juga telah berkembang di wilayah
pesisir dan laut, diantaranya penambangan minyak dan gas (migas), penambangan pasir, perindustrian, jasa
transportasi, dan perikanan, terutama perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Triarso, 2012). Akan tetapi
di sisi lain, wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran.
Pencemaran adalah masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan (Pankratz, 2001 dalam
Meinarni, 2016). Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia, baik yang berasal dari tumpahan
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minyak (oil spill), tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah, aktivitas domestik manusia
(marine debris), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut, maupun aktivitas lainnya. Kegiatan
industri migas memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pencemaran lingkungan (Salahuddin et
al., 2012).

Pencemaran laut ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut (terumbu
karang, lamun, dan mangrove), biota laut dan habitatnya, serta penurunan kualitas lingkungan pesisir. Jika
tidak segera ditangani secara tepat, maka dampak negatif pencemaran laut tersebut akan semakin meluas,
termasuk dampak terhadap kehidupan manusia, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di
sekitarnya (Kusnandar, 2008 dalam Suwedi, 2017). Kehidupan manusia yang akan terdampak pencemaran laut
adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada kesehatan lingkungan pesisir dan laut, diantaranya para
pelaku usaha perikanan budidaya, baik budidaya pesisir atau tambak maupun budidaya laut atau marikultur.
Aktivitas budidaya ikan tergantung dari kuantitas dan kualitas air, sebagai contoh pada tambak udang, kualitas
air berpengaruh terhadap produktivitas polikultur udang vaname dan ikan bandeng (Hendrajat et al., 2018),
sehingga adanya pencemaran perairan akan berdampak terhadap penurunan kualitas air dan pada akhirnya
berpengaruh pada produksi budidaya.

Secara hukum, setiap kegiatan yang terdampak pencemaran, termasuk pencemaran laut, berhak untuk
mendapatkan kompensasi, tidak terkecuali usaha perikanan budidaya (PermenLH No. 7 Tahun 2014).
Pemberian kompensasi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti rugi dari pihak pelaku pencemaran
(Kantaatmadja, 1981 dalam Sudini, 2015). Selain sebagai bentuk ganti rugi, kompensasi ini juga dapat
mencegah terjadinya pergolakan di masyarakat terdampak pencemaran, tidak terkecuali pada para pelaku
perikanan budidaya atau petambak (lIstiana, 2013). PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula
perhitungan kompensasi atau ganti rugi bagi kegiatan perekonomian yang terdampak pencemaran. Akan tetapi,
formula perhitungan yang diberikan masih bersifat umum, sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk
perhitungan kompensasi bagi kegiatan perikanan yang terdampak pencemaran laut, apalagi jenis dan kondisi
kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut sangat beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan formula
spesifik untuk perhitungan kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran di laut
melalui rekonstruksi formula perhitungan kompensasi pada PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan formula-formula perhitungan kompensasi untuk usaha
perikanan budidaya terdampak pencemaran laut dengan merekonstruksi formula yang terdapat di PermenLH
No. 7 Tahun 2014. Formula-formula yang didapatkan dari rekonstruksi formula yang sudah ada ini diharapkan
dapat bermanfaat sebagai landasan ilmiah dalam menghitung nilai kompensasi bagi kegiatan perikanan
budidaya terdampak pencemaran laut.

METODE
Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada studi ini adalah formula umum untuk menghitung kompensasi bagi kegiatan
perekonomian yang terdampak pencemaran yang tedapat di PermenLH No. 7 Tahun 2014. Formula
perhitungan kompensasi ini dirumuskan dengan pendekatan pendapatan faktor (factor income approach) yang
dihitung melalui perubahan rente ekonomi atau surplus. Formula tersebut adalah sebagai berikut:

Rent = ((Pb x Qb) — Biaya rata — rata/output) sebelum — ((Ps X Qs) — Biaya rata — rata/output) sesudah

Keterangan:

Pb = Harga produk sebelum terjadi kerusakan,

Ps = Harga produk setelah terjadi kerusakan,

Qb = Produksi sebelum terjadi pencemaran/kerusakan,
Qs = Produksi setelah terjadi pencemaran/kerusakan.
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Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah rekonstruksi formula PermenLH untuk menghasilkan formula-
formula perhitungan kompensasi khusus kegiatan perikanan budidaya. Analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif dengan pendekatan expert judgement. Rekonstruksi formula ini mempertimbangkan
kelengkapan atau kecukupan ketersediaan data-data produksi perikanan budidaya sebelum dan sesudah
kejadian pencemaran laut, lama waktu pencemaran laut, serta fakta dampak pencemaran laut terhadap kegiatan
perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Formula Umum

Formula yang terdapat dalam PermenLH No. 7 Tahun 2014 untuk menghitung kompensasi bagi kegiatan
perekonomian terdampak pencemaran masih bersifat umum, sehingga formula tersebut tidak bisa langsung
digunakan untuk menghitung nilai kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya. Kalaupun bisa digunakan
langsung, juga akan terbatas penggunaannya. Perhitungan dalam formula tersebut hanya mempertimbangkan
variabel yang langsung berkaitan dengan produksi, yaitu jumlah dan harga produk, serta biaya produksi. Dalam
kasus pencemaran laut, banyak faktor yang dapat mengakibatkan variasi dampak yang akan diterima kegiatan
perikanan budidaya di wilayah pesisir dan laut, diantaranya sumber pencemar dan kondisi oseanografi.

Kondisi oseanografi, seperti gelombang, kecepatan dan arah arus di laut, serta perubahannya, terutama di
pusat pencemaran laut, berpengaruh terhadap lama waktu dampak pencemaran laut. Kondisi fisika oseanografi
tersebut dan posisi sumber atau pusat pencemaran berpengaruh terhadap sejauh mana pencemaran mencapai
kawasan perikanan budidaya, baik budidaya laut maupun budidaya pesisir/tambak, sehingga tingkat
keterdampakan kegiatan perikanan budidaya tersebut dapat berbeda-beda, dari yang terdampak berat hingga
terdampak ringan. Kematian komoditas yang sedang dibudidayakan juga dapat terjadi ketika pencemaran laut
mencapai kawasan perikanan budidaya, terutama budidaya laut. Kerusakan sarana dan prasarana budidaya
juga dapat terjadi akibat pencemaran laut, seperti kerusakan jaring pada Keramba Jaring Apung (KJA), tali ris
pada budidaya rumput laut, pintu air masuk tambak, dan pompa inlet pada tambak. Fakta-fakta yang kerap
terjadi pada kejadian pencemaran laut tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam menghitung nilai
kompensasi kegiatan perikanan budidaya agar dihasilkan nilai kompensasi yang tepat nilai, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam formula PermenLH tersebut diperhitungkan.

Selain itu, fakta bahwa sistem pendataan yang lemah pada para pelaku usaha perikanan di Indonesia,
termasuk perikanan budidaya. Hasil kajian Bappenas (2014) memperkuat fakta ini bahwa salah satu
permasalahan nasional dalam pengembangan usaha perikanan budidaya di Indonesia adalah sistem pendataan
perikanan budidaya belum andal dan belum efisien. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa para
pelaku usaha perikanan budidaya di Indonesia, terutama yang sifatnya mandiri atau perorangan dan teknologi
tradisional, sering dijumpai tidak aware dalam pendataan, terutama dalam mendata dan menyimpan bukti-
bukti transaksi yang terjadi dalam setiap musim tanam atau siklus produksi. Akibatnya biaya-biaya produksi
yang dikeluarkan selama satu siklus produksi tidak diketahui secara pasti atau kalaupun diketahui hanya
perkiraan, sehingga mempersulit dan menghambat perhitungan nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya
ketika terdampak pencemaran.

Fakta kondisi sistem pendataan perikanan budidaya ini harus dipertimbangkan ketika akan menghitung
nilai kompensasi. Apalagi dengan model formula umum yang terdapat di PermenLH tersebut, ketiadaan data
biaya produksi dapat mengakibatkan nilai kompensasi yang dihasilkan dari perhitungan dengan formula
tersebut bisa sangat bias, tidak tepat nilai, dan sulit dipertanggungjawabkan, serta nilainya bisa over estimate.
Oleh karena itu, perlu dibangun formula perhitungan kompensasi yang praktis, ilmiah, dan dapat
dipertanggungjawabkan, bagi para pelaku perikanan budidaya, termasuk formula untuk mengakomodir para
pelaku perikanan budidaya yang tidak memiliki atau sangat terbatas data biaya-biaya produksinya.
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Rekonstruksi Formula Perhitungan Kompensasi

Rekonstruksi formula perhitungan kompensasi bagi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak
pencemaran laut dibangun berdasarkan expert judgement dengan memperhatikan hasil review terhadap
formula umum dalam PermenLH No. 7 Tahun 2014. Paling tidak terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan
dalam rekonstruksi formula perhitungan kompensasi tersebut, yaitu: 1) Lama terdampak; 2) Tingkat
keterdampakan; dan 3) Ketersediaan data, khususnya data biaya-biaya produksi.

Satuan waktu lama terdampak dalam perhitungan kompensasi bisa berbeda-beda antar usaha perikanan.
Adapun untuk usaha perikanan budidaya, satuan waktu lama terdampak yang digunakan adalah siklus atau
musim tanam. Tingkat keterdampakan menggambarkan tingkat keparahan dampak pencemaran laut terhadap
produksi perikanan budidaya. Tingkat keterdampakan digambarkan dengan persen dan ditentukan dengan
mengamati sejauh mana pencemaran laut tersebut memasuki kawasan perikanan budidaya, baik dengan
pengamatan secara langsung maupun bantuan peralatan atau teknologi tertentu, seperti drone atau citra satelit.
Ketersediaan data produksi perikanan budidaya, terutama data biaya-biaya produksi, menjadi faktor kunci
dalam menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut.

Berkaitan dengan ketersediaan data produksi pada saat perhitungan nilai kompensasi untuk kegiatan
perikanan budidaya, paling tidak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Data Lengkap, Cukup
Lengkap, dan Data Tidak Lengkap. Kategori Data Lengkap artinya tersedia data produksi perikanan budidaya
sebelum dan sesudah kejadian pencemaran laut. Kategori Data Cukup Lengkap artinya data produksi perikanan
budidaya hanya tersedia sebelum kejadian pencemaran laut. Kategori Data Tidak Lengkap artinya tidak
tersedia data produksi perikanan budidaya, baik sebelum maupun sesudah kejadian pencemaran laut.

Berdasarkan hasil review formula umum dan beberapa pertimbangan di atas, maka terdapat tiga formula
hasil rekonstruksi untuk perhitungan nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak
pencemaran laut, yaitu:

(1) CVag = [((Po x @) = (@5 X €)= (P x @) = (s X Cpe) )| X L X Ty
(2) CVag = [((Py x @0) = (@5 X Cpp) ) = Is] X L X Ty
() CVag =1p — L] X Ly x Ty

Keterangan:

CVa = Nilai kompensasi (Rp)

Pp  =Harga produk sebelum pencemaran (Rp/Kg)

Ps  =Harga produk setelah pencemaran (Rp/Kg)

Qv =Produksi sebelum pencemaran (Kg)

Qs  =Produksi setelah pencemaran (Kg)

Cp  =Biaya operasional produksi sebelum pencemaran (Rp/Kg)
Cps =Biaya operasional produksi setelah pencemaran (Rp/Kg)

Li =Tingkat atau persentase keterdampakan (%)

Tsi  =Lama terdampak (siklus)

I =Pendapatan bersih sebelum pencemaran (Rp/siklus)
Is =Pendapatan bersih setelah pencemaran (Rp/siklus)

Ketiga formula tersebut di atas, secara teknis dapat digunakan untuk menghitung nilai kompensasi usaha
perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. Penggunaan salah satu dari tiga formula penghitungan
kompensasi hasil rekonstruksi tersebut sangat tergantung dari ketersediaan data-data produksi. Dari sisi
akurasi, formula pertama adalah formula yang paling akurat karena variabel-variabel yang digunakan untuk
menghitung nilai kompensasi paling lengkap. Hasil perhitungan nilai kompensasi dari formula pertama juga
akan lebih tepat nilai dan akuntabel dibanding dua formula lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi peristiwa
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pencemaran laut dan berdampak pada kegiatan perikanan budidaya di sekitarnya, maka kegiatan pengumpulan
data harus didesain secara tepat agar data-data yang akan dikumpulkan dapat dipergunakan untuk menghitung
nilai kompensasi dengan formula pertama. Hal ini dapat diberlakukan untuk semua jenis dan teknologi, serta
pola pemeliharaan kegiatan perikanan budidaya, termasuk komoditas yang dibudidayakan. Akan tetapi, ketika
data-data produksi perikanan budidaya yang terkumpul terbatas dan tidak memadai untuk menghitung nilai
kompensasi dengan formula pertama, maka secara teknis penggunaaan formula dua atau formula tiga dapat
menjadi pilihan selanjutnya.

Keterbatasan data-data produksi pada kegiatan perikanan budidaya di Indonesia peluangnya cukup tinggi.
Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan perikanan budidaya di Indonesia, dikelola secara mandiri
atau perorangan, dan teknologi yang digunakan masih sederhana atau tradisional dan tradisional plus. Karakter
kegiatan perikanan budidaya di Indonesia yang dikelola mandiri atau perorangan umumnya kurang peduli
dengan pencatatan data-data terkait produksi perikanan budidaya secara rinci dan terarsipkan, termasuk
pengarsipan bukti-bukti transaksi keuangan selama masa produksi, apalagi jika teknologi yang diterapkan
masih tradisional atau tradisional plus. Bagi mereka yang penting cukup mengingat jumlah biaya yang sudah
dikeluarkan untuk kegiatan perikanan budidaya dan jumlah nilai produksi atau panen yang didapatkan. Oleh
karena itu, dalam praktiknya, boleh jadi formula dua atau formula tiga akan lebih banyak digunakan untuk
menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut. Dalam kondisi
seperti ini, akuntabilitas atau ketepatan nilai kompensasi hasil perhitungan dengan formula dua atau formula
tiga sangat tergantung pada kemampuan, ketelitian, dan pengalaman dari ahli atau tim yang diberi tugas untuk
menghitung nilai kompensasi tersebut dalam menilai dan mengevaluasi data-data yang terbatas (expert
judgement). Expert judgement dalam kondisi ini juga sangat penting ketika terdapat data-data yang tidak logis,
baik karena disengaja maupun tidak disengaja, yang disampaikan para pelaku usaha perikanan budidaya. Data-
data yang tidak logis tersebut dengan pendekatan expert judgement akan dikoreksi, dievaluasi, dan dijustifikasi
ketika akan digunakan untuk perhitungan nilai kompensasi agar nilai kompensasi tidak bias atau tidak under-
atau overestimate.

SIMPULAN

Ketersediaan data-data produksi usaha perikanan budidaya menjadi faktor kunci dalam rekonstruksi
formula untuk menghitung nilai kompensasi kegiatan perikanan budidaya yang terdampak pencemaran laut.
Berdasarkan ketersediaan data-data produksi, terdapat tiga formula hasil rekonstruksi untuk menghitung nilai
kompensasi kegiatan perikanan budidaya, yaitu formula kompensasi untuk kegiatan perikanan budidaya yang
data produksinya lengkap (tersedia data produksi sebelum dan setelah pencemaran); formula kompensasi untuk
kegiatan perikanan budidaya yang hanya tersedia data produksi sebelum pencemaran; dan formula kompensasi
untuk kegiatan perikanan budidaya yang tidak tersedia data produksi.
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